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PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA TENTANG NUSYUZ DALAM

PASAL 84 KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Biografi Siti Musdah Mulia

Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., APU, lahir di Bone, Buvesi Selatan
pada tahun 1958 tanggal 3 Maret, merupakan anaknpar dari 6 bersaudara,
dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah AchriVienikah tahun
1984 dengan Prof. Dr. Ahamad Thib Raya, M.A. Belalalah perempuan
pertama sebagai Doktor terbaik IAIN Syahid Jakaaaun 1997, dengan
disertasi:  Negara Islam: Pemikiran Husein HaikBlan merupakan
perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai ARUIli Peneliti
Utama) di lingkungan Departemen Agama tahun 199@gale pidato
pengukuhan: Potret Perempuan Dalam Lektur AgamakdgRruksi
Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter Dan Dkrasi).

Pendidikan formal Siti Musdah Mulia dimulai dari $IDSurabaya dan
tamat tahun 1969, Pesantren As’adiyah di Sengakahawesi Selatan dan
tamat pada tahun 1973, SMA Perguruan Islam DatweRlysamat pada tahun
1974. Menyelesaikan program sarjana mudah di Fakwshuludin Jurusan
Dakwah UMI (Universitas Muslim Indonesia) Makasahun 1980 dan
program Sl Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di akalab IAIN Alaudin,

Makasar pada tahun 1982, dan menyelesaikan pro§eaBidang Sejarah di
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IAIN Syahid pada tahun 1992 serta program S3 BidBegikiran Politik
Islam di IAIN Syahid Jakarta tahun 1997.

Pendidikan non-formal yang dijalani Siti Musdah IMuantara lain:
Kursus singkat mengenai Pendidikan HAM di UnivasiChulalongkorn di
Thailand tahun 2000; Kursus singkat mengenai AdsokRenegakan HAM
dan Demokrasi (Internasional Visiator Program) dnekika Serikat tahun
2000; Kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kappman di
Universitas George Mason, Verginia Amerika Serita@tun 2001; Kursus
singkat mengenai Pelatih HAM di Universitas LundjeSia tahun 2001; Dan
kursus singkat Manajemen Pendidikan dan KepemimpiRarempuan di
Bangladesh Institute of Administration and Managem@IAM), Dhaka
tahun 2002.

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai dosen luaa bith 1AIN
Alaudin, Makassar dari tahun 1982-1989; dosen limsa di UMI, Makassar
dari tahun 1982-1989; peneliti Balai Penelitiandratur Agama, DEPAG,
Makassar dari tahun 1985-1989; Penelitan Balitb@egartemen Agama di
Jakarta tahun 1990-1999; menjadi dosen Fakultash AddN Syahid di
Jakarta mulai tahun 1992-1997; dosen Institut llmu Al-Quran (1IQ)
Jakarta tahun 1997-1999; Direktur Perguruan Al{watyah Pusat di Jakarta
dari tahun 1995 sampai sekarang; dosen PascasatiiNa Syarif
Hidayatullah, Jakarta tahun 1999-2000; menjadi Jdali Menteri Negara
Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahaski@ninasi dan

Perlindungan Minoritas dari tahun 2000-2001; TimliAMenteri Tenaga



35

Kerja R.l. dari tahun 2000-2001 dan menjadi Bid&®nbinaan Hubungan
Organisasi Keagamaan Internasional tahun 2001 sa®iarang.
Pengalaman Organisasi beliau antara lain: Ketuaayafi IPPNU
Sulawesi Selatan tahun 1978-1982; Ketua WilayahyeatNU Sul-Sel tahun
1982-1989; Sekjen PP Fatayat NU dari tahun 199@1@%enjadi Wakil
Sekjen PP. Muslimat NU tahun 2000-2004; Anggota &evAhli Koalisi
Perempuan Indonesia tahun 1999-2003; Ketua Foralo@Pemuka Agama
Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 1%88-R6tua | (MAAI)
Al-Majelis Al-Alami Lil-Alimat Al-Muslimat Indonesa tahun 2001-2003;
Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) DHakarta tahun
2000 sampai sekarang; ketua Komisi Pengkajian hajglama Indonesia
Pusat tahun 2000 sampai sekarang; ketua Panah iGeladle Remaja
Perhimpunan Keluarga Indonesia tahun 2000 sampara®y; ketua Dewan
Pakar KPMDI (Korps Perempuan Majelis Dakwah Islaahiytahun 1997
sampai sekarang); Sekjen ICRP (Indonesian Conferemt Religion an
Peace) dari tahun 1998 sampai sekarang serta mebDjesktur LKAJ
(Lembaga Kajian Agama dan Jender) dari tahun 186%ai sekarang.
Karya-karyanya antara lain: Pangkal Penguasaans@aheab, terbit
tahun 1989; Sejarah dan Pengantar limu Hadis ttetun 1995; Sejarah dan
Pengantar llmu Tafsir, terbit tahun 1995, Negatanis Pemikiran Haikal,
terbit tahun 1997; Lektur Agama Dalam Media Madsabit tahun 1999;
Anotasi Buku Islam Kontemporer, terbit tahun 20@oligami Dalam

Pandangan Islam, terbit tahun 2000; Kesetaraan Keadilan Gender
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(Perspektif Islam), terbit tahun 2001; Pedoman Catkwiuballighat, terbit
tahun 2000; Analisis Kebijakan Publik, terbit tah@002; Untukmu lbu
Tercinta, terbit tahun 2002, Seluk Beluk Ibadahaballslam, terbit tahun
2002. Menulis Puluhan entri dalam Ensiklopedi Islatahun 1993,
Ensiklopedi Hukum Islam tahun 1997 dan EnsiklopddQur’an tahun 2000.
Sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagairfoiimiah, baik di dalam
maupun di luar negeri.
B. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang KHI pasal 84 Mengenai Nusyuz
1. Siti Musdah Mulia dan pemikiran Perempuan
Dalam tradisi masyarakat dan kalangan Islam menmangasisi
dan kedudukan perempuan memang rendah, yakni tebtah daripada
laki-laki. Menarik digarisbawahi di sini, bahwa paimaman keagamaan
yang bias tersebut justru dianut oleh mayoritas tuberagama, tak
terkecuali di kalangan umat islam Indonesia. Pemalmaseperti ini jelas
bertentangan dengan penjelasan teks suci bahwap se@nusia, tanpa
mempertimbangkan apa pun jenis kelaminnya, adaata<ua setara di
hadapan Allah SWT. Selanjutnya, dinyatakan bahvwa yaembedakan di
antara mereka hanyalah kualitas dan prestasi talayan
Islam, misalnya, secara tegas menjelaskan bahwmantufslam
diwahyukan adalah untuk membebaskan manusia dgalasebentuk
belenggu ketidakadilan. Dan itu dilakukan dengdanjamenghapuskan

segala bentuk sistem kehidupan yang tiranik, désplan diskripminatif,

! Siti Musdah Mulia,Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagam&smdung:
PT Mizan Pustaka, 2004, h. 39
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termasuk menghilangkan diskriminasi dalam relaski-lgki dan
perempuan. Islam mengakui ada fungsi yang berbeddada keduanya,
tetapi perbedaan yang semena-mena atau diskrimidiEh Swit.

Berfirman dalam QS Ali Imran (3): 195:
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Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permah@ddengan
berfirman), “sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakamal
orang-orang yang beramal di antara kamu, baik l&i-atau
perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turumaset@agian
yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yangsididari
kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Kungya
berpegang dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuska
kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku mekaasuk
mereka kedalam surga yang mengalir sungai-sundaawlahnya
sebazgai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sigaldahala yang
baik:

f

o

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandaia ticemiliki
kemanusiaan utuh. Dan, karenanya, perempuan tiddkak bersuara,
berkarya, dan berharta. Bahkan, dia dianggap tickkniliki dirinya
sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan lagihlak perempuan
sebagai manusia merdeka — berhak menyuarakan keyeakia, berhak
mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki hgaiteg memungkinkan

mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini mearpagerakan

2 Ibid., h. 39-40
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emansipatoris yang tiada tara pada masanya di saatara-saudara
perempuan mereka di belahan bumi Barat terpuridnuékgelapan.

Baru-baru ini ada hasil penelitian Puslitbang Lek#gama
Departemen Agama. Terungkap bahwa buku-buku agaang paling
banyak beredar di Indonesia adalah jenis buku-biidibh. Buku-buku
figih mengandung sejumlah besar interprestasi gtnafsiran kultural
terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam sejarah intel@k Islam, figih
dibedakan dari syariat. Yang terakhir ini merupakgran dasar, bersifat
universal, mutlak, permanen, sedangkan figih mempaajaran “non-
dasar”, bersifat lokal, elastis, relatif dan tidpkrmanen. Figih adalah
penafsiran kultural terhadap syariah yang dikemkangoleh ulama-
ulama figih semenjak abad ke 2*H.

Buku-buku figih umat dipengaruhi oleh lingkunganmpeat
penulisnya berbeda. Penulis yang hidup di lingkangasyarakat dimana
kekuasaan kaum laki-lakinya dominangle-dominated societyseperti di
kawasan Timur Tengah, akan menulis buku figih yaegorak patriarki.
Buku-buku figih yang telah dibukukan pada umumnyaruat kumpulan
fatwa atau pandangan dari seorang atau sejumlafaylang ditulis secara
berkala, sehingga menjadi sebuah kitab besar. Pahgara ulama yang
dituangkan dalam buku-buku figih itulah yang salémya dilanjutkan

dijadikan pedoman asasi oleh generasi berikutnya.

3 Ibid., h. 43
41bid., h. 45-46
®Ibid., h. 46
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Pertanyaan muncul, mengapa kaum perempuan harjsargr
tanpa henti dalam mengagendakan perubahan dan pearaba tafsir?
Alasannya, persis seperti dikatakan Syahrur, ul&woatemporer asal
Damaskus, bahwa saat ini kita hidup dalam sebuaaryang memiliki
percepatan yang luar biasa dalam segala lini IgiduKita harus mampu
mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap dalanddwolyang telah
ditetapkan Al-Qur'an. Pada titik inilah tampakny&ebri Batas” yang
ditawarkan oleh Syahrur menemukan relevansinya.b@gagungkapkan
sebuah metafora bahwa sebagaimana permainan selgakplra pemain
bermain di dalam dan di antara garis lapangarahtatestinya yang harus
dilakukan oleh fugaha saat ini, tidak seperti fuagaiasa lalu yang selalu
bermain di garis dan meninggalkan keseluruhanla@engan. Metafor ini
dalam bahasa kita, secara sederhana dapat dikabakava tidak akan
pernah membuat gol kalau hanya bermain di garis.

Seorang penafsir terkemuka, Al-Zamakhsyari, meniajng
seorang pemimpin Anshar, Sa’ad bin Rabi’, menangtarinya, Habibah
binti Zaid, karena tidak taat kepadanya. Merasaktaiperlakukan dengan
baik, Habibah mengeluhkan masalah ini kepada ayahyang kemudian
membawanya kepada Nabi. Sang ayah mengadu kepaloia biawa
putrinya telah ditampar oleh suaminya karena kktaddannya. Nabi
menganjurkan Habibah untuk membalasnya. Namun inhditolak oleh
para laki-laki di Madinah yang mengajukan protegaka Nabi. Mungkin

Nabi menyadari bahwa sarannya akan menimbulkannkegen dalam
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sebuah masayarakat, dimana laki-laki benar-benanirdm. Ayat ini
diwahyukan sebagai anjuran yang menyejukkan dilhrdamasyarakat
yang didominasi laki-laki. Dilihat dari ukuran-ulamr sekarang ayat
tersebut (QS. An-Nisa (4): 34) tampak mengizinkampkulan terhadap
istri. Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh ProfkHandwala, konteks
Madinah tidak dapat diabaikan, yakni bahwa seseaigdn konteksnya
ayat ini mempunyai maksud untuk tidak memunculleaksi yang terlalu
keras. Al-Quran mengatakan bahwa perempuan yaak taht sebaiknya
diperingatkan, dan jika tetap nuis} (memberontak), mereka harus
dipisahkan di tempat tidur, dan jika mereka tetafakt berubah juga,
mereka harus dihukum. Tetapi sekali lagi, Allah nmgenorang Mukmin
agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi merdka sebaiknya
berbaikan dengan mereka jika mereka taat.

Pendekatan pembangunan yang tidak memperlihatkamsigpr
keadilan dan kesastraan gender berakibat padameyagartisipasi dan
kontrol perempuan atas proses pembangunan dan sumiaga
pembangunan. Akibatnya, perempuan tidak mendapatkanefit
(kemanfaatan) dan akses (kesempatan) untuk menikrhasil
pembangunan. Akibat lebih lanjut dari kondisi tergediatas, tingkat
kesejahteraan masyarakat secara umum dan perempdankhususnya
menjadi sangat rendah. Hal ini ditandai dengangtmg angka kematian

ibu melahirkan, rendahnya partisipasi perempuarandapendidikan,

®Ibid., h. 50
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rendahnya status gizi perempuan, dan maraknya &skerterhadap
perempuan, diskrisiminasi dan perdagangan perempdam anak
perempuari.

. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Undang-undang Paikahan

Eksitensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambd bentuk
hukum normatif dan hukum formal. Yang pertama dlimpntasikan
secara sadar oleh umat islam, sedangkan yang kiddgelasikan sebagai
hukum positif bagi umat islam. Hukum normatif mengakan
pendekatan kultural, sementara hukum formal mergjgam dua cara
dalam proses legislasinya. Cara pertama diligéslassecara formal untuk
umat islam seperti legislasi UU No. 7 tahun 198@taeg Peradilan
Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggdteatah Haji, dan
UU No. 38 Tahun 19999 tentang pengelolaan ZakanefB&ara dalam
cara kedua, materi-materi hukum islam diintegrasika dalam hukum
nasional tanpa menyebutkan hukum Islam secara foseg@erti UU No. 1
Tahun 1974 tentang perkawinfn.

Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengaila perilaku
manusia. Hukum tidak tumbuh dalam ruang kosongaimien tumbuh
dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adatwan-@aturan
bersama. Karena itu, hukum selalu mengadopsi millai-yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat, termasuk nii-adat, tradisi, dan

agama konsekuensinya, sebagai produk sosial ddardulbahan juga

" Ibid., h. 252
8 Ibid., h. 358
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sebagai produk politik yang bernuansa ideologikuhu selalu bersifat
kontekstual. Dalam teori hukum islam disebutkal-adah al-
muhakkamah,yang berarti bahwa tradisi atau adat istiadat suatu
masyarakat dapat dijadikan hukum. Dengan demik&giiap produk
hukum harus dilihat sebagai produk zamannya yahgrsalepaskan diri
dari berbagai pengaruh yang melingkupi kelahirapiyak pengaruh
sosiokultural maupun pengaruh sosial-poftis.

Idealnya, sebagai suatu produk hukum, UU Perkawipariu
dikaji ulang sejauh mana efektivitasnya dalam mamggerilaku
masyarakat di bidang perkawinan. Sayangnya, se@fatahun berlalu,
belum terlihat adanya upaya-upaya yang seriuspgamerintah, terutama
dari Departemen Agama, untuk mengevaluasi sejauhreiktivitas UPP
sebagai sumber hukum. Dan juga bagaimana resporsyarakat
terhadapnya, serta pertanyaan soal apakah UPPasihmelevan untuk
digunakan saat ini. Padahal sejumlah hasil peaelitbaik dalam bentuk
tesis, disertasi, dan lainnya, menyimpulkan pe®unynelakukan
pembacaan ulang, bahkan revisi terhadap UUP kasebagian isinya
tidak lagi mengaomodasi kepentingan membangun maEsaia yang
egaliter dan demokratis, bahkan dianggap menghambpaya
pembentukan masyarakat sipil dan berkeadilan démégj.*

Perkawinan dalam Islam sebenarnya lebih merupakatu sakad

atau kontrak. Kontrak itu terlihat dari adanya ungab (tawaran) dan

® Ibid., h. 360
9 bid., h. 361
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gabul (penerimaan). Untuk memperkuat posisi pereampudalam
perkawinan, kita mengusulkan agar dalam pasal idgfatau paling tidak
dalam bagian penjelasannya, harus dipertegas bpbvkawinan adalah
sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihagx yetara, yaitu laki
— laki dan perempuan yang masing — masing telahanem penyetaraan
berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerdakesukaan kedua
belah pihak untuk membentuk keluarga.

Dalam UU Perkawinan, masalah kedudukan suami i iatur
dalam pasal 31 : (1) hak dan kedudukan istri édséémbang dengan hak
dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tanggpeatgaulan hidup
bersama dalam masyarakat ; (2) Masing-masing pibethak untuk
melakukan perbuatan hukum ; (3) Suami adalah &dgelarga dan istri
adalah ibu rumah tangga. Kandungan isi ketiga dgtm pasal tersebut
tampak inkonsistensi, saling bertentangan satu sama

Dalam dua ayat pertama dinyatakan kedudukan susmi-i
seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maudatam
masyarakat. Tetapi bagaimana mungkin dikatakan bsem kalau pada
ayat berikutnya kedudukan suami sudah dipetik sslbegpala keluarga.
Penggunaan kata “kepala” dalam menjelaskan kedwndukaami
mengandung konotasi kekuasaan dan terkesan owehiargga tidak salah
kalau masyarakat awam memandang suami identik depgaguasa

dalam ruang lingkup keluarga. Implikasi pemahamapedi ini di

Ybid., h. 363
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masyarakat, antara lain suami sah-sah saja berlaexsaa otoriter di
rumah tangga, termasuk mewajibkan sang istri m&kkseluruh tugas di
rumah tangga dan melayani seluruh keperluan damtllean dirinya lahir
dan batin'?

Umumnya pandangan stereotip suami sebagai kepaimrge
didasarkan pada dominasi ajaran Islam tentang ipladislaki sebagai
gawwanterhadap perempuan. Dalam firman Allah SWT. Dalamats An-
Nisa’' (4): 34 yang berbunyial_rijal gawwamun ala al-nisayang selalu
diterjemahkan(seperti dalam versi departemen agama) * laki-tdalah
pemimpin bagi wanita’. Harus di jelaskan terleli@ihulu pengertian
gawwam.Kalaupun itu dimaknai dengan ‘pemimpin’, maka pepim
yang dikehendaki dalam Islam adalah pemimpin yasgakratis, penuh
kasih sayang dan pengertian, bukan pemimpin yaogtet memaksa,
dan sewenang-wenang. Kemudian, harus dipahami bpbsgiaigawwam
bagi suami tidaklah otomatis, melainkan berganfuada dua syarat yang
diterangkan pada penghujung ayat, yakni memilikalikas lebih tinggi
dari istrinya, dan kualitas dimaksud bisa bermakualitas fisik, moral,
intelektual, dan financial. Serta syarat bisa meikan kewajiban
memberi nafkah kepada keluarga itulah sebabnyandajat itu dikatakan
al-rijal menggunakaralif lam yang dalam kaidah bahasa arab berarti

sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, kis@enunjuk kepada semua

21pid., h. 371
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dan segenap kalangan suami, melainkan hanya sea@ntu saja yang
memiliki dua kualifikasi tersebut

Dengan demikian, sebagai kesimpulan, kita mengasulgar
penyebutan “kepala keluarga” dalam ayat (3) dalasap31 diatas lebih
baik ditiadakan saja. Soalnya, menegaskan stataimissebagai kepala
keluarga bertentangan dengan realitas yang adaslyarakat. Data Biro
Pusat Statistik pada tahun 2001 menunjukkan babhtedsri 9 (sembilan)
kepala keluarga di Indonesia adalah perempuan.nidaite, tidak perlu
mengukuhkan posisi superior suami dan posisi ioffeistri. Bukankah
perkawinan adalah sebuah kontrak, dan sebagaimayeaknlya suatu
kontrak, ia selalu melibatkan dua pihak yang seegaa) secara hukum.

Umum dipahami bahwa sudah merupakan kewajiban usitik
berbakti kepada suami seolah tanpa batas. Sehimggeul ungkapan
klise “ kewajiban istri adalah melayani suami sejalta suami terbit
sampai mata suami terbenam”. Ketentuan bahwa wsfjib mengatur
urusan rumah sebaik-baiknya membenarkan anggapameotp
masyarakat bahwa tempat perempuan yang layak mydil rumabh,
yakni hanya sebatas kasur, sumur, dan dapur. Balawga istilah yang
memikul kewajiban menyelesaikan semua tugas di hunengga,
sebaliknya suami bebas dari kewajiban demikian.alaistri keluar
rumah, maka dipandang tidak terhormat karena tetadlalaikan

kewajibannyd?

13 bid., h. 372-373
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Implikasi kemudian bisa kita temukan dalam undandamng
tentang ketenagakerjaan. Kalau istri bekerja mémedkah diluar rumah,
pekerjaan nya itu hanya dinilai sebagai pekerjaambghan, dan
karenanya dibayar sebagai pencari nafkah tambalb@an pencari nafkah
utama. Akibatnya, pekerja perempuan selalu di ggan dalam status
pekerja lajang, meskipun secara riil memiliki suatan anak. Istri tidak
menerima tunjangan untuk suami dan anak-anak sebhaga yang
diterima oleh rekan kerjanya yang laki-laki. Padakajumlah penelitian
menjelaskan bahwa tidak sedikit dari perempuan yaeigrja itu justru
merupakan pencari nafkah utama di dalam keluargeam dipundak
merekalah seluruh anggota keluarga, termasuk suaemggantungkan
hidupnya®*

Diakui bahwa pandangan figih banyak mewarnai peamyas
pasal-pasal dalam UU Perkawinan. Pandangan fiqig yiamaksud pada
umumnya berasal dari kitab-kitab figih klasik sejga tidak heran jika
kandungannya memuat pandangan figih yang konsenRegmbahasan
perkawinan dalam kitab-kitab figih klasik menunjakksecara mencolok
perbedaan laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-boleh berpoligami,
sedangkan perempuan mutlak hanya boleh monogantikaBa sejak
proses memilih jodoh, perempuan dinyatakan tidakyaunak menentukan
soal calon pendamping hidupnya, yang menentukagakem ayah atau

walinya. Dalam figih, hak ini disebutaqq ijbar (hak memaksa anak

% bid., h. 373
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perempuan nya untuk menikah). Selanjutnya, bagild&k ada hak untuk
“melihat-lihat” calon istri yang akan dinikahi, sedy bagi perempuan
tidak ada sama sekali.

Reaktualisasi dan pembaruan dalam penafsiran adamabskitab
figih sesungguhnya adalah kitab-kitab yang kandonga memuat
interpretasi atau penafsiran secara kultural texpaayat-ayat Al-Quran.
Dalam sejarah, syariat dibedakan dengan figih. Ypegama adalah
ajaran dasar, bersifat universal, dan permanergngé&dn yang kedua
adalah ajaran sekunder, non dasar, bersifat loialstis, dan tidak
permanen. Kitab-kitab figih pada umumnya memuat puwian fatwa
seorang atau sejumlah fugaha yang ditulis secatkalbe Figih adalah
penafsiran kultural terhadap syariat yang dikemkangleh ulama-ulama
figih semenjak abad kedua hijriah. Kitab-kitab figimat dipengaruhi oleh
situasi dan kondisi lingkungan penulisnya. Penybsig hidup dalam
situasi dan kondisi masyarakat yang kekuasaan kdakitlakinya
dominan fnale dominated socigtyseperti di kawasan timur tengah, tentu
akan menulis kitab figih yang bercorak patri&ki.

Dalam kaitan dengan pembahasan perkawinan, tamaalkitgb
figih yang banyak di jadikan rujukan adaldbiqud Al-Lujjain fi Bayani
Huquq Al-Zaujain! Kitab ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani,
seorang ulama Banten abad ke-19, kemudian meniadpad perempuan

arab dan menetap di Mekkah. Pandangan-pandangam d&tab ini

5 bid., h. 374
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sangat bias gender dan nilai-nilai patriaki. Bepareuplikan dari isi kitab
tersebut dapat dikemukakan seperti berikut:

Kewajiban istri terhadap suami adalah taat kepadanytidak

durhaka, tidak keluar rumah sebelum mendapat iam sbami, tidak

melakukan puasa sunnah tanpa izin suami, dan tgldlk menolak

permintaan suami untuk berhubungan seksual kersggiang dalam

punggung untd®

Disebutkan berulang kali dalam kitab tersebut,drarg istri yang

keluar rumah tanpa izin suami akan dikutuk olefurséggh Malaikat,
diantaranya Malaikat pembawa rahmat, Malaikat menjangit , Malaikat
bumi, sampai ia kembali lagi ke rumah”. Dalam kiiaib sering kali di
sebutkan betapa murka para Malaikat terhadap yiatrg tidak taat dan
patut pada suami. Ada lagi yang dijumpai, malafhlelstrim: “istri tidak
boleh mengambil harta milik suami tanpa izin kardoaanya lebih berat
dari mencuri milik orang lain. Mencuri milik suasendiri akan mendapat
siksaan setara dengan 70 pencuri, sedangkan mendikiorang lain
hanya diancam dengan siksaan setara satu peroogikanya, kalau mau
mencuri, lebih baik mencuri milik orang lain damamilik suami sebab
lebih ringan hukumannya. Pernyataan tersebut meankan pandangan
stereotip istri sebagai individu yang tidak meniihilarta sendiri dan selalu

bergantung pada harta suaminya. Kesimpulannyamperagn dalam kitab-

kitab figih selalu digambarkan sebagai objek seksiiposisikan sebagai

18 |bid., h. 374-375
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makhluk inferior. Kedudukannya pun dalam keluargayalah subordinat,
pelengkap belakH.

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmgit dam
semestar@hmatan lil-alamir), dan menjanjikan pembebasan bagi kaum
mustadh’afin (kaum yang diperlemah), termasuk kaperempuan.
Karena itu, ajaran-ajarannya yang sangat sarat adbanilai persamaan
(al-musawaly persaudaraanallkha) dan kebebasanalthurriyyah).
Sayangnya, ajaran dari langit yang memuat nilailai fuhur dan ideal
tersebut tatkala di bawa ke bumi dan berinterakagdn budaya manusia
mengalami banyak distorsi, seperti terbaca daldab ki kitab figih yang
membahas soal perkawinan di afas.

Revisi dan ijtihad dimaksudkan hendaknya mempédatprinsip-
prinsip  berikut. Pertama, prinsip kemaslahatan m@aslahah)
sesungguhnya syariat (hukum) Islam tidak memilikuan lain kecuali
untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan univelaal menolak
segala bentuk kerusakan, kerugian atau kemafsadddéam kaidah
figihnya dar al-mafasid mugaddam ‘ala jalbb al mashalih. Kiedprinsip
nasionalitas dl-muwat}tthanaf). Maklum, sebagai sebuah negara,
Indonesia dibangun bukan oleh komunitas agama Isaianesia merekrut
anggotanya bukan didasarkan pada kriteria keaggnet@api pada asas
nasionalitas atau kebangsaan. Ketiga, prinsip m@mg tinggi hak asasi

manusia (HAM) dan demokrasi yang melandaskan dadap asas

7 bid., h. 375
8 bid., h. 376
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kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusiapB&egmnsip keadilan
dan kesetaraan jendal{musawah al-jinsiyyahkelima prinsip pluralisme
(al-ta’addudiyal). Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negarg y
sangat plural. Pluratias ini terjadi bukan hanyai dadut etnis, ras,
budaya, dan bahasa melainkan juga agamaurid}u illa al-is}lah
masta} 'tu, wa ma taufiqi illa billah'®
. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang KHI pasal 84 Memgenai Nusyuz

Perbincangan mengenai kompilasi hukum Islam (KHipgat
penting setidaknya karena dua alasan: pertama, rdétlpakan satu —
satunya materi figih berbahasa Indonesia yang telamperoleh
justifikasi negara atau menjadi hukum positif. KaduKHI telah
digunakan secara efektif oleh para hakim agamaeldirgh pengadilan
agama di Indonesia. Pejabat KUA (Kantor Urusan Agjadan sebagian
umat Islam untuk menyelesaikan perkara keluargag yalthadapi
masyarakat®

KHI menjadi lebih penting karena mendapat sorotdrap dalam
diskursus mengenai kekerasan terhadap perempuahunT&001
pemerintah Indonesia melalui Kantor Menteri Pemégadn Perempuan
mengumumkan suatu kebijakan nasional untuk penglaaplekerasan
terhadap perempuan yang dikenal dengan zero tokerpolicy dalam
bentuk RAN PKTP (rencana aksi nasional untuk pepgban kekerasan

terhadap perempuan). Kebijakan ini pada intinyakticthenoleransi segala

¥ bid., h. 377
20 |pid., h. 379
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bentuk kekerasan, sekecil apapun selanjutnya keatda dan keamanan
perempuan merupakan prioritas bagi semau pihakuahujakhir dari

keiakan tersebut adalah terciptanya kehidupan mealsyiayang aman,
adil, demokratis, sejahtera, berkeadilan gendewmyvdgasan lingkungan,
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutaskahlak perempuan
melalui sikap dan perilaku masyarakat dan negang yidak menoleransi
sedikitpun kekerasan terhadap perempuan dalamrigalutempat kerja,
masyarakat dan negéra.

Salah satu poin penting dalam RAN PKTP tersebutlahda
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalak ssgpekultural
atau sosial budaya melalui upaya revisi Kompilaskiin Islam (KHI).
Mengapa KHI? Karena didalamnya terdapat pasal-pagahg
diidentifikasi sebagai akar terjadinya tindak kelsan terhadap
perempuan atau dipandang menyumbang bagi timbulpgélaku
kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tandgd2RT).
Selanjutnya, disebutkan pula bahwa salah satuusstyang diharapkan
melakukan perubahan itu adalah Departemen Agamdol&8e dari itu
kemudian Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departédgama
pada tahun 2003 mengambil prakarsa untuk melakidaian Kritis
terhadap KHI ini.

Jauh sebelum itu, sesungguhnya upaya perubahan t&lgih

dimulai dari Direktorat Pembinaan Badan Peradilgyama, Departemen

2L |pid., h. 379-380
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Agama. Institusi ini pada tahun 2001 mengusulkanURWUerapan
Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Yang diingindangan RUU ini
adalah perubahan status hukum KHI dari sekedaesnprenjadi undang-
undang sebagai undang-undang, KHI juga memerlukamampbahan
sanksi hukum di dalamnya. Sejumlah pasal menyang&oksi hukum
kemudian disertakan dalam RUU tersebut. Misalnyaaig siapa yang
berpoligami tanpa memenuhi persyaratan sepertindaRUU akan
dikenakan sanksi 30 juta rupiah dan seteruéhya.

Di samping sebagai respons terhadap RAN PKTP dat RU
tersebut, motivasi untuk melakukan pengkajian «krigrhadap KHI ini
juga merespons realitas sosial yang ada dimananantuntuk formalisasi
syariat islam menggejala di beberapa daerah, sepett, Sumatra Barat,
Sulawesi Selatan, Cianjur, Madura. Ada kesan ballaam upaya
formalisasi syariat Islam tersebut, daerah-daerahgydisebutkan tapi
belum memiliki konsep yang jelas dan terperinci gerai syariat islam
yang akan digunakan. Oleh karena itu, revisi KHldimarapkan dapat
menjadi alternatif solust’

Pokja PUG Departemen Agama lalu membentuk suatu Tim
Pembaruan KHI yang selanjutnya melakukan kajiatiskiterutama kajian
teologis dan serangkaian penelitian, baik penalifi@angan maupun
penelitian kepustakaan. Hasil kajian tersebut Hidikkan dalam forum

terbatas yang melibatkan sejumlah ulama dan palkar,setelah bekerja

22 |pid., h. 380
2 |pid., h. 380-381
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sama setahun lebih (Juli 2003 s/d Agustus 2004 nualui beberapa kali
diskusi, menghasilkan suatu rumusan yang kemudkzerichamacounter
legal draft Kompilasi Hukum Islam. Tetapi sebelum sampai nlesjean
counter legal draftersebut, perlu lebih dahulu dijelaskan apa itu KHI

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Kompilasi hiulglam
adalah suatu rumusan hukum Islam yang dijustifil@deh pemerintah
melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. Ditulis dalam lshandang-Undang.
KHI disusun berdasarkan keputusan bersama Ketuskdiadh Agung
dan Menteri agama pada tanggal 21 Maret 1985 daanjstya
melahirkan Proyek Pengembangan hukum Islam meMluwisprudensi
(Proyek Kompilasi Hukum Islam).

Penyusunan KHI berlangsung selama enam tahun (1985},
dan pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan Instiruksiden (Inpres) No.
1 Tahun 1991, KHI dikukuhkan sebagai pedoman regamam bidang
hukum material bagi para hakim di lingkungan PdamdiAgama di
seluruh Indonesia. Dasar hukumnya adalah pasalad @y Undang-
Undang Dasar 1945, vyaitu kekuasaan Presiden unt@éegang
kekuasaan Pemerintah Negara, dan UU No. 7 tahur® 18Btang
Peradilan Agam&’

KHI sesungguhnya merupakan respons pemerintah digoha
timbulnya berbagai keresahan di masyarakat aki@gamnya keputusan

peradilan agama untuk suatu kasus yang sama, Kgveam itu

24 |pid., h. 381
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merupakan konsekuensi logis dari beragamnya surpeegambilan
hukum, berupa kitab-kitab figih yang dipakai olehrg hakim dalam
memutuskan suatu perkara. Sebab, dalam figih talk&nal pendapat
yang tunggal, melainkan banyak pendapat. Karena nituncul suatu
gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif ganighuskan secara
sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakjama sekaligus
sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikagiimu nasionaf®

KHI disusun melalui beberapa tahapadhertama pengkajian
terhadap kitab-kitab figih. Setidaknya ada 13 kifajh yang dijadikan
ancaman, dan umumnya berupa kitab figih klasik mbzByafi’i, seperti
kitab Al-Bajuri, Fath Al-Mu’in, Fath Al-Wahhab, Tuhfah -Muhtajj, dan
Al-Qalyubi atau Mahalliyang sebelumnya oleh Departemen Agama
diwajibkan sebagai pedoman bagi para hakim ag&mdug wawancara
terhadap 166 ulama termuka di 10 kota besar dinesia, dan mereka
dipandang memiliki kredibilitas di bidang hukumaisi. Ketiga, studi
bidang ke negara-negara Islam, seperti Maroko, iTddn Mesir untuk
melihat secara langsung bagaimana penerapan hugiam, keempat
seminar materi hukum untuk Pengadilan Agafha.

Dalam kompilasi hukum Islam, soal nis} juga diatur. Beberapa

pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri:

5 |pid., h. 381-382
28 |pid., h. 382
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Pasal 80 ayat:

1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan ruraabganya, akan
tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yamgingepenting
diputuskan oleh suami dan isteri.

2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan ategsesuatu
keperluan hidup beruma tangga sesuai dengan kenazmyal

3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isteian memberi
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dararffeat bagi
agama, nusa dan bangsa.

4) Sesuai dengan pengahsilannya suami menanggung :

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;

b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pateyo bagi
isteri dan anak;

c) biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 83 ayat:

1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berldakir dan batin
kepada suami di dalam batas-batas yang dibenat&harhokum Islam;

2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluanthrdareggga dengan
sebaik-baiknya;

Pasal 84

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melakgan kewajiban-
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 (dyakecuali
dengan alasan yang sah;

2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami tegh&tariya tersebut
pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kiecwe-hal untuk
kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas kekambali setelah
isteri tidak nusyuz.

4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dagriigharus
didasarkan atas bukti yang sah.

Nusyuz berarti pembangkangan atau ketidaktundulk2alam
relasi suami isteri, kebanyakan masyarakat mematmasyuz sebagai
ketidaktundukan isteri pada suami. Hal ini dipesiedengan aturan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadikan nusyuzhanya
dilekatkan kepada isteri yang melakukan pembangkaterhadap suami.
Dampak dari pengertian ini, apabila isteri nusyuakan gugurlah

kewajiban suami, baik lahir maupun batin (pasabgét (7) dan pasal 84

" sayuti ThalibHukum Kekeluargaan Indonesizakarta: Ul Press, t.th, h. 95.
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KHI) sesuai dengan Q.S. An-Nisa’: 34 dan 128 irgrkenaan dengan
nus}is}. Siti Musdah Muliamemulai pembahasannya dengan terjemahan

dari Q.S. An-Nisa: 34 ini yaitu:

uﬁw\ujumg;ﬁmwdwu;wsyoy\yJujM

S ool Al Bis G AL Slss BE6 WG A5

s 87 A4

s D bl OB BAd, N axladdl 3 BAgRAIS Easdans EA50
s e 057l ) s falle
Artinya: “Karena itu perempuan yang baik adalah gyan
(ganitaf),memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh
karena Allah telah memelihara mereka. Adapun pevamp
perempuan yang kamu takutkan (nigghya) maka
nasihatilah mereka pisahkanlah mereka di tempatr tid
terpisah, dan susahkanlah hati mereka (scourge )them

Kemudian jika mereka menaatinmu, jangan mencarijakan
untuk menyusahkan merek&™

z &2

L i O Laglle #8506 W) 310,55 gl 5 &1 S8 0l
58 Al OB 15855 2 O)s B3 Y1 ottty e Allal L

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan }iis$ atau sikap
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bedju&nya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupunusa itu
menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul demgstrimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari is$}dan sikap tak
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengiedah
yang kamu kerjakan.

NN

Berarti seorang perempuan harus mematuhi suanjikgajdak, sang
suami boleh memukulnya (disini diterjemahkan dengsusahkanlah hati
mereka” écourge them Amina yakin bahwa bagian ini dimaksudkan untuk

memberi jalan pemecahan untuk ketidak harmonissangman suami istri.

8 Amina Wadud, Quran Menurut Perempuan, penerjedatiullah Ali, Jakarta :PT.
Serambi [Imu Semesta, 2006, h. 168
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Pertama-tama katganitatdisini untuk menggambarkan wanita-wanita
yang “baik”, terlalu sering diterjemahkan menjadadt” dan diasumsikan
bermakna “taat kepada suami”. Dalam konteks Al-@uikata ini digunakan
baik untuk laki-laki (Q.S. al-Bagarah: 232, Ali-‘han: 17, Ali-‘Imran: 35)
maupun perempuan (Q.S. An-Nisa’: 34, al-Ahzab:&5lahrim: 5,12), kata
ini menggambarkan karakteristik dan kepribadiamgrarang yang beriman
kepada Allah. Mereka cenderung bersikap koopefaekerja sama) satu
sama lain dan tunduk dihadapan Allah. Ini jeladbda dibandingkan dengan
makhluk ciptaan yang ditunjukkan dengan ké&tah (taat). Dan ini berbeda
dari sekedar kepatuhan sesama makhluk yang dieiptak

Siti Musdah Mulia keberatan dengan penafsirajanitat sebagai
perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya. pdeskiada bagian
selanjutnya dari surat an-Nisa’ 34 disebutkan balapabila mereka taat
kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menywsahknereka.
Tampaknya Amina tidak ingin jika kepatuhan istripgda suami karena
“mengikuti perintah” dari luar, tapi karena adamggpon emosional pribadi
yang lahir dari sikap kesalehannya. Jaghnifat bagi Amina adalah
perempuan-perempuan yang saleh.

Pilihan kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud)al’'an adalah
respon emosional pribadi, bukan “mengikuti perihtaksternal sebagaiman
ditunjukkan oleh katafa’ah (taat). Mengenai penggunaan kata taat dan
kelanjutan ayat ini ddapun perempuan-perempudjamak feminin)yang

kamu takutkan nuskinya”. Pertama-tama yang harus diperhatikan bahwa
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kata nushs} juga digunakan untuk laki-laki (Q.S.An-Nisa’: 128)aupun
untuk perempuan (Q.S An-Nisa”: 34), meskipun kegaaelah didefinisikan
secara berbeda oleh beberapa penafsir. Ketikaapkan pada si istri, kata ini
didefinisikan sebagai “ketidak patuhan kepada syamengan menggunakan
kata fa’ah dalam lanjutan kata dalam ayat ini. Ada yang meaigat bahwa
ayat ini adalah mengindikasikan bahwa istri haaas kepada suami.

Nus}us} ini diartikan oleh Siti Musdah Mulissebagai: “gangguan
keharmonisan dalam keluarga.” Pandangan ini sedadgan Sayyid Qutb
sebagaimana dikutip Amina bahwa kata ris$} lebih merujuk pada
pengertian terjadinya ketidak harmonisan dalamuspatkawinan @ state of
discorder between the married coupid).

Siti Musdah Muliamemberikan definisi nusk} seperti diatas dengan
alasan. Jika kembali pada Q.S an-Nisa’: 34 itu ierseorang perempuan
harus mematuhi suaminya, jika tidak, sang suametbalemukulnya (makna
tekstualisnya), tapi disini diterjemahkasusahkanlah hati merek@courge
them)”. Amina yakin bahwa bagian ini dimaksudkatuknrmemberikan jalan
pemecahan bagi ketidak harmonisan antar suamsttan i

Tetapi karena Al-Qur'an menggunakan kata mssjuntuk laki-laki
dan perempuan, maka kata ini tidak bisa diartikelpagai “kepatuhan istri

kepada suami” sayyid qutb mengartikan sebagai ‘&@adkacau dalam suatu

29 Abdul Mustagim, Pergeseran Epistimologi Tafsir,gyakarta: Pustaka Pelajar, 2008,
h. 161
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perkawinan”. Maka pengertian ini pula yang diamddhu dikutip oleh Siti
Musdah Muliatersebut?

Banyak istilah di masyarakat harus dicermati ulaBgbab, istilah
tersebut seringkali merupakan ungkapan stereotge mengandung bias
gender. Istilah purik dalam budaya Jawa, misaldymakah isteri yang purik
itu dapat disebut nus}} atau tidak, sangat tergantung pada motifnya,
mengapa isteri itu lari. Kalau dia lari tanpa selsablangkan suaminya pun
memperlakukan dia dengan penuh tanggung jawabhalakya sebagai isteri
telah dipenuhi dengan baik, maka dia boleh disebs}is}. Akan tetapi, jika
dia lari karena dianiaya suami atau anggota ketukaig di rumabh, berarti dia
mengalami KDRT. Dalam konteks ini, justru suami ganenelantarkannya
itu yang disebut nusis}. Karena itu, semua pelabelan negatif terhadtgpiis
atau suami yang selama ini sudah dianggap bendn pigritisi ulang
sehingga terbangun ajaran Islam yang akomodatifiatep nilai-nilai
kemanusiaan, yakni ajaran yang ramah terhadap peseni’

Kalimat perintah dalam ayat 34 an-Nisa: wadhribiizurari kata
dharaba. Persoalannya, mengapa kata itu diartikarkutlah”, sementara
dalam analisa semantik kata dharaba tidak selambag@akna memukul.
Kata itu memiliki banyak arti, antara lain: “membeontoh”, “mendidik”,
bahkan juga dapat berarti “bersetubuh”. Pertanyg@nmengapa dipilih

makna memukul, bukan makna yang lain? Artinyagteghan ayat itu saja

%0 Amina Wadud©Op.Cit, him. 129

3L Siti Musdah Mulia dalam artikel tentang Nusyuz Pamdkangan Terhadap Perintah
Tuhan, Bukan terhadap Perintah Suami, diakseshttigri/majalahtantri.wordpress.com/nusyuz-
pembangkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-tephaelantah-suami/, tanggal 3 Januari 2014
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sudah mengandung bias kepentingan. Kepentingaa gapy dibela di sana?
Itu yang harus kita pahami.

Dalam surat an-Nisa ayat 128 itu disebutkan sis}suami.
Pemahaman yang berkembang di masyarakat sudah lar@ngkstorsi dan
menyalahi apa yang ada di ayat tersebut. Dalamegpiag Islam, nugjs} itu
adalah ketidaktaatan pada perintah Tuhan. Tapindaisasyarakat Kkita,
nusjiis} dipahami sebagai ketidaktaatan isteri pada suarDari
pembangkangan terhadap Tuhan menjadi pembangkaeraap suami, itu
kan beda sekali.

Kalau kembali pada an-Nisa 128, nus} dalam ayat itu justru
dikenakan pada laki-laki. Bahwa laki-laki harusutapada Tuhan. Demikian
juga isteri harus takut pada Tuhan, bukan takuasahmi. Refleksi dari rasa
takut kepada Tuhan itu adalah berbuat baik terhpdapngan. Suami berbuat
baik terhadap isterinya, sebaliknya isteri pun d&mi Keduanya, suami-
isteri berusaha seoptimal mungkin untuk selalu redagankan sikap terbaik
kepada pasangannya dengan keyakinan bahwa itutaitaheAllah kepada
manusia dalam kehidupan perkawinan. Perintah Atlabherumuskan dalam
kalimat yang singkat tapi padat, yaitu mu’asyardimia’ruf. >

ltulah distorsinya. Karena pemahaman masyarakat dittengun
dengan paradigma yang subordinatif dan memarjinajg@empuan, maka
efeknya hanya diterapkan pada perempuan. BahkamddalU Perkawinan

kita, nuslis} hanya untuk perempuan. Silakan baca undangagnda
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perkawinan dalam KHI, bahwa nus} hanya melekat pada perempuan. Jadi
tidak salah jika dikatakan bahwa pasal tentang ws}sdalam KHI itu
bertentangan dengan al-Qurah.

Butuh pembenahan dalam KHI, menurut Musdah Mulitngdidak
ada tujuh alasan yang dapat dikemukakan mengesrhinga pembaruan
KHI. Pertama, sebagian besar isinya tidak mengaklasikan kepentingan
publik untuk membangun tatanan masyarakat yangitegapluralis, dan
demokratis. Sejumlah hasil penelitian, baik dalantbk tesis disertasi, atau
lainnya menyimpulkan bahwa KHI dalam dirinya merdjarg sejumlah
persoalan.

Kedug KHI tidak sepenuhnya digali dari kenyataan emnsgimdonesia,
melainkan lebih banyak diambil dari penjelasan radifrtafsir-tafsir ajaran
keagamaan klasik, dan sangat kurang mempertimbarigkaaslahatan bagi
umat Islam Indonesia. KHI mengutip nyaris sempusefuruh pandangan
figih klasik sehingga tidak salah jika disimpulkdrahwa telah terjadi
sakralisasi figih klasik.

Ketiga sejumlah pasal KHI berseberangan dengan prirmgigip
dasar islam yang universal, di antaranya prinsipadkan @l-adl),
kemaslahatana(-mashlahal kerahmatan al-rahmalj, kebijaksanaanaf-
hikmal), kesetaraara(-musawal dan persaudaraaal{ikha).>*

Keempat sebagian pasal-pasal KHI berseberangan dengaituzer

perundang-undangan yang ada, seperti Amandemen TAHDNn 1945, UU

% bid.,
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Nomor 7 1984 tentang Penghapusan Segala bentukimis&si Terhadap
Perempuan, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM y&ngya sangat
menekankan upaya perlindungan dan penguatan tgrhddk asasi
perempuan. Demikian juga KHI berseberangan dendamNomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankala painsip
desentralisasi dengan ciri partisipasi seluruh aradat tanpa membedakan
laki-laki dan perempuan, lebih khusus lagi bertegém dengan UU Nomor
23 Tahun 2004 tentang KDRY.

Kelima, sebagian isinya berseberangan dengan sejumlatunien
hukum internasional bagi penegakan dan perlindunigaiM, antara lain
Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenan Internahteng Hak-Hak Sipil
dan Politik (1966), Konvenan International tentafek-Hak ekonomi, Sosial,
dan Budaya (1996), CEDAW (The Convention on themktlation of All
Form of Discrimination Against Women) (1979), Dekisi Kairo (1990), dan
Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993). KHI harusnyelaraskan diri
dengan isi dari berbagai ketentuan internationaetaut jika akan bertahan
lama.

Keenam sebagian besar isinya sudah tidak relevan laggenl
perkembangan sosial yang ada, kenyataan budayaarakat Indonesia, dan
gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat beradaivin society).
Kenyataan di masyarakat menjelaskan bahwa perengarataki-laki sama-

sama berposisi sebagai subyek hukum, perempuanakialaki sama-sama
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mencari nafkah, bahkan sejumlah perempuan justnjagietulang punggung
ekonomi keluarga, perempuan dan laki-laki sama-sherkiprah di dunia
publik, menjadi pemimpin, hakim, jaksa, pengacasm d&ebagainya, dan
kenyataan bahwa perempuan menjadi kepala keluaap&an data Biro Pusat
Statistik tahun 2002 menunjukkan satu dari sembigpala keluarga adalah
perempuan.

Ketujuh sebagai hukum islam adalah perlu membandingkan KH
dengan hukum keluarg#hé family lay yang ada di berbagai negeri Muslim
yang lain. Negeri-negeri Muslim tersebut telah kbérkali mengadakan
sejumlah pembaruan terhadap hukum keluarga, seraerill sejak
dilahirkan 13 tahun yang lalu belum terlihat upagaluasi terhadapnya.
Negara-negara dimaksud, antara lain, Tunisia, BuNardania, Mesir, dan
Irak. Secara sekilas akan dipaparkan aspek pembgarey mereka lakukan
terhadap hukum keluarga tersefut.

Sejumlah pemikir islam telah menilai beberapa ketidakrelevanan
figih-figih klasik karena ia disusun dalam era, tkyl dan imajinasi sosial
yang berbeda. Bahkan disinyalir bahwa figih klasiksebut bukan saja tidak
relevan dari sudut materialnya, melainkan juga lasatah dari ranah
metodologisnya. Misalnya, dari sudut definisi, figgelalu dipahami sebagai
mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat psakéing diperoleh dari
dalil-dalil tafshili, yaitu Al-Quran dan Sunnalfal-ilmi bi al-ahkam al-

syar’iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiaktafshiliyyah).Mengacu
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pada ta'rif tersebut, kebenaran figih menjadi sangarmatif, sehingga
kebenaran figih bukan dimatriks dari seberapa jaah memantulkan
kemaslahatan bagi umat manusia, melainkan padaagpebguh ia benar dari
aspek perujukannya pada makna literal Al-Quran3lamah®’

Metodologi dan pandangan literalistic ini belakamgaerus
mendapatkan pengukuhan dari kalangan islam fundafeemealis. Mereka
selalu berupaya untuk menundukkan realitas ke d&@benaran dogmatik
nashshdengan pengabaian yang nyaris sempurna terhadgptian konkret
di lapangan. Bahkan, sering kali terjadi, mereKahtenelakukan tindakan
eisegeseyakni membawa masuk pikiran atau ideologinya seredidalam
nashsh,lalu menariknya ke luar dan mengklaimnya sebagdisomh tuhan.
Klaim kebenaran insangat berbahaya. la hanya akan membuat umat islam
menjadi semakin eksklusif dalam tata pergaulan yamgtireligius dan
multicultural. Telah terbukti, klaim-klaim seperttu tidak memberikan
pengaruh positif apa pun dalam usaha-usaha membdmindupan bersama
yang toleran dalam masyarakat yang majemuk. Kesaladpistemologis
semacam inilah yang menjadi utang besar modelistic >

Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususkgam
perempuan, kiranya perlu untuk merumuskan bangumetodologi (ushul
figh) alternatif dengan memperhatikan prinsip-ppnderikut: Pertama
bahwa reaktulisasi hukum islam sangat mungkindegaebabkan dinamika

dan perkembangan zaman yang melahirkan berbagaikoparubahan sosial.
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Kedug reaktulisasi hukum islam hanya terkait pada nadsaiasalaHuru’
yang bersifat parsial dan substansial (hasil peankatau interprestasi ulama
terhadap syariat islam yang tentunya masih bersiainiyyahdan temporal)
dan bukan pada hal-hal yang menyangkut usiiiuulliyah (prinsip-prinsip
dasar yang universalKetiga reaktulisasi hukum islam didasarkan pada
prinsip “menjaga yang lama yang masih relevan darumuskan serta
menawarkan yang baru yang lebih baiKeéempat reaktulisasi hukum islam
harus diikuti dengan sikap kritis terhadap khazamama klasik dengan tanpa
menghilangkan rasa hormat terhadap merdgkalima rasionalisasi dan
reaktualisasi terhadap hukum islam berarti pemahaman pengkajian
kembali terhadap seluruh tradisi islam, termasukafsran Al-Quran dan
hadis, dengan memahaminya secara moral, inteleloatekstual, dan tidak
terpaku pada legal formalnya hukum yang cenderuagsigd dan lokal.
Keenam reaktualisasi terhadap hukum Islam tetap berpgegkepada
magashid al-ahkam al-syar’iyyatan kemaslahatan umat (rakyat).

Keenam prinsip di atas harus di topang pula dengaha sistematis
untuk mengeluarkan aturan — aturan spesifik lallnggeneralisasikannya
sebagai hukum-hukum moralitas dan etika dengan redrapkan situasi saat
ini, yang dalam hal — hal penting tertentu (terwasin sektor sosial) berbeda
dengan zaman Nabi SAW. Serta ulama — ulama kl&&ak.ini bukan saja
karena rentang waktu yang cukup panjang tetapi jkgeena struktur
sosialnya telah berubah dan akan selalu berubauageyang baru harus

memiliki hukum baru. Namun, bila sesuatu yang bsmsebut memiliki
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karakteristik yang sama dengan kasus sebelumnyka rhakumnya tetap
mengunduk kepada hukum yang lama.

Dengan demikian, perubahan waktu dan tempat punilikieposisi
penting dalam proses penetapan huktaghayyuir al-ahkam bi taghayyar al-
azminah wa al-amkigh Perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan
waktu dan tempat memiliki tiga kemungkinan, yaifl): pada hukum itu
sendiri 2) padanuta’allag al-hukm(objek hukum) dan 3) padaaudhu’ al-
hukm(subjek hukun?y

Kalau ditelaah dengan cermat, KHI mengandung paiotek 19 isu
krusial. diantaranya, masalah pengertian perkawineati nikah, pencatatan
perkawinan, batas usia perkawinan, mahar, kawia lag@@ma, poligami, hak
cerai istri dan rujuk, idam, ihdad, pecarian nafiarjanjian perkawinan,
nus}lis}, hak dan kewajiban, waris beda agama. Bagiak &ia — laki dan
perempuan, wakaf beda agama, anak diluar nikahsalfaul dan radd. Ke-
19 isu strategis inilah yang menjadi fokus tawararu dalamCounter legal
draft %

Melalui draft ini diharapkan adanya rumusan hukuetuérga Islam
yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan memtemmikarakter
kebudayaan Indonesia. Dan pada gukurannya namtiugsevarga negara

berkedudukan sama dengan memperoleh perlakuan g kaum

%9 |pid., h. 390
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perempuan dan kelompok minoritas dilindungi darardin hak — haknya
secara setard.
Counter legal drafini disusun dengan menggunakan sejumlah prinsip
dasar sebagai berikut:
1. Prinsip Kemaslahatan (Mashlahah
Sesungguhnya syariat (hukum) Islam tidak memili§uan lain
kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaarensal {alb al-
mashali) dan menolak segala bentuk kemafsadadan &l-mafasid. Ibn
Al-Qayyim al-Jauziyah, seorang tokoh Islam bermatizhHambali,
menyimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untukekéipgan manusia
dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang gy kemaslahama(-
maslahal), keadilan &l-Adl), kerahmatanal-rahmal) dan kebijaksanaan
(al-hikmah. Prinsip — prinsip ini haruslah menjadi dasar dabstansi dari
seluruh persoalan hukum Islam. la harus senardidaaalam pikiran para
ahli figih ketika memutuskan suatu kasus hukum.yPepangan terhadap
prinsip — prinsip ini berarti menyalahi cita — ditakum Islam.
Persoalannya, jika acuan hukum adalah kemaslahatariu

kiranya dibedakan antara kemaslahatan yang beirsifi@idual subjek dan
kemasalahatan yang bersifat sosial-objektif. Yangrtamma adalah
kemasalahatan yang menyangkut kepentingan orangopserg yang
terpisah dengan kepentingan orang lain. Sedangk@is kemaslahatan

kedua orang kemaslahatan yang menyangkut kepentorgag banyak.
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2. Prinsip keadilan dan kesetaraan gender (al-musalralsiyyah)

Perbedaan secara biologis antara laki — laki daengguan tidak
ada yang perlu dipersoalkan. Tidak mengapa bahwean&akodratnya
perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh al@ak lain
sebagainya. Problem baru muncul tatkala perbedsas kelamin tersebut
melahirkan ketidakadilan perilaku sosial antara+alaki dan perempuan.
Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhlukgyhanya boleh
bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dpuoialik merupakan
area khusus bagi laki- laki / perempuan tidak migimkewenangan untuk
menjadi pemimpin di tingkat keluarga maupun madsatra

Disinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gersgcara
proporsional. Dari sudut pandang gender, relasarankaki — laki dan
perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetataakeadilan, sebab
ketidakadilan gender di samping bertentangan demsgait Islam, juga
akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempskm Ildengan
sangat tegas telah mengatakan bahwa laki — lakpdeempuan memiliki
derajat yang sama. Yang membedakan dui antara enbiagkyalah kadar
ketakwaan saja. Al-quran tidak menekankan supéa®man inferioritas
atas dasar jenis kelamin.

Hukum Islam mutlak memegangi prinsip ini, sebabekaman
gender merupakan unit inti dalam relasi keadilagiadoTanpa kesetaraan
gender tidak mungkin keadilan sosial dapat tercipiainilah, persoalan

konstruksi sosial hukum Islam kita karena hukuranslyang kita pahami,
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yakini, dan amalkan sehari — hari dilahirkan olefisgarakat dan budaya
patriarkis dimana laki — laki selalu menjadi pukatsa, dan misoginis
(kebencian terhadap perempuan) sering dianggap dajam penafsiran.
Adalah benar belaka bahwa merekonstruksi hukunmigfagih) dewasa
ini tidak cukup sekadar melakukan tafsir ulanggpeharus melalui proses
Dekonstruksi (pembongkaran) terhadap ikatan ideojagg melilitnya
berabad- abad?
. Prinsip penegakan HAMdamah al-huquq al-Insaniyyah

Hak asasi manusia dimaksudkan sebagai hak — hak diamiliki
manusia karena diberikan kepadanya. Hal asasi mgkgpkan segi —
segi kemanusiaan yang perlu dilindungi dan dijard@am rangka
memartabatkan dan menghormati eksistensi manuseraseituh. Oleh
karena manusia dengan martabatnya merupakan cifsiadn maka dapat
dikatakan bahwa hak asasi manusia dimiliki manksigena diberikan
oleh Allah sendiri. Dengan demikian, hak asasi rs@ngecara otomatis
akan dimiliki oleh setiap insan yang lahir di bumii

Islam adalah agama yang memiliki komitmen dan pgeshaukup
kuat bagi tegaknya hak asasi manusia di tengah arast. Dalam
sejarahnya yang awal, Islam hadir justru untuk rgekkan hak asasi
manusia, terutama hak kaumustadh’afin yang banyak dirampas oleh

para penguasa. Misalnya, Islam datang untuk mengjémah hak — hak

“2bid., h. 392-.393
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kaum perempuan, para budah, dan kaum miskin. Mendk& kelompok
— kelompok yang rentan kehilangan haknya yang gasasi sekalipun.

Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yarrgs ha
diusahkan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maugegara. Masing —
masing adalah hak hiduphifzh al-nafs au al-haygh hak kebebasan
beragamah(fzh al-din hak kebebasan berpikini{zh al-aq) hak properti
(hifdz al-ma) hak untuk mempertahankan nama bahkfz6 al-irdh.
Menurut al-Ghazali pada komitmen untuk melindungalk h— hak
kemanusiaan inilah, seluruh ketentuan hukum dastaml diacuhkafi®
. Prinsip pluralismedt-ta’addudiyah

Tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara gangat
plural. Pluralitas ini terjadi bukan hanya dari sudtnis, ras, budaya dan
bahasa, melainkan juga agama. Sehingga, kemajendukasionesia tidak
mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusap menyangkut
dalam berbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalarg lingkup keluarga
besar seperti masyarakat negara, bahkan dalanupriguarga, pluralitas
juga bisa berlangsung. Setiap orang senantiasaddedalam dunia
pluralitas

Menghadapi pluralitas tersebut, yang dibutuhkanutesaja bukan
pada bagaimana menjauhkan diri dari kenyataan|@om@ tersebut, tetapi
pada bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diainhbdalam

menyikapi pluratas itu. Sikap antipati terhadapaditas, disamping bukan
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merupakan tindakan yang cukup tepat, juga akanabgrdk kontradiktif
bagi tatanan kehidupan manusia yang ddfhai.
. Prinsip nasionalitas

Telah maklum bahwa sebagai sebuah negara Indodisiagun
bukan oleh satu komunitas agama saja. Indonesiaktneranggotanya
bukan didasarkan pada kriteria keagamaan, tetapga paasionalitas
(muwathanah Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih lpaya
seluruh bangsa, bukan hanya masyarakat Islam rkatajnga non Islam.
Bukan hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyadakuar Jawa.
Dengan nalar demikian, Indonesia tidak mengenahyslavarga negara
kelas dua. Umat non Islam Indonesia tidak bisatdken sebagaizimmi
atauahl al-dzimmatdalam pengertian figih politik Islam klasik.

Oleh karena itu, menjadikan nasionalitas sebagsis aktau poros
di dalam perumusan hukum Islam khas Indonesia ladatzata. Artinya,
kenyataan nasionalitas Indonesia mestinya merup&ledn pijak dari
hukum Islam. Ini penting dilakukan sebab, sebaggmns mayoritas,
Islam (dan segala urusan yang berkaitan dengariagk) pernah menjadi
urusan umat Islam sendiri. Apa yang terjadi patharisian umatnya kerap
membawa dampak yang besar buat orang lain (al-akéwaiu, upaya ini
tidak gampang dilakukan di tengah kecenderungankumenghidupkan
secara terus menerus hukum (figih) Islam klasika\ketapi, tetaplah

harus ditubikan bahwa realitas pluralisme merupdkior determinan di
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dalam memformat hukum Islam Indonesia. Penafiahatkap realitas
tersebut hanya akan menyebabkan hukum Islam yabgntdik akan
mengalami “miskram” atau keguguran sejak airal.

6. Prinsip demokratisal-Dimugrathiyyal

Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya ppedg
kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untrgambil
keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar dikatakan
parallel dengan prinsip — prinsip dasar ajarammislArtinya pada dataran
prinsipil antara Islam dan demokrasi tidaklah b#eagan.

Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejdéargan
prinsip demokrasi adalah: pertana;musawwah(egalitarianism) bahwa
manusia memiliki derajat dan posisi yang setaraadiapan Allah. Kedua
al-hurriyah (kemerdekaan), ketigaJ-ukhuwwah(persaudaraan) keempat,
al-adalah (keadilan), yang berintikan pada pemenuhan hagi asanusia,
baik sebagai individu maupun sebagai anggota malsyanegara. Kelima
al-syura (musyawarah). Bahwa setiap warga masyarakat nienhidik
untuk ikut berpartisipoasi di dalam urusan publiing menyangkut
kepentingan bersama. Kiranya mekanisme penyuswstauals kompilasi
hukum Islam harus bersendikan kelima pokok ajaeesebut’®

Keenam prinsip tersebut dapat disebut visi dari Kbéiru yang
ditawarkan oleh tim ini berdasarkan visi tersebuirduskanlah pasal — pasal

yang ada di dalamnya melalui tahapan sebagai leriku
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Pertama, melakukan kajian kritis terhadap sejuntiakil penelitian
yang telah dilakukan menyangkut KHI, baik dalamtbknesis dan disertasi,
maupun lainnya. Kedua, melakukan survei lapangahndi wilayah yang
vital menyuarakan formalisasi syariat Islam, sepé¢agroe Aceh Darussalam,
Sumatra Barat, Sulawesi Selatan. Kalimantan BamatNusa Tenggara Barat,
ketiga merumuskaounter legal draftatas KHI dan mendiskusikan secara
terbatas di lingkungan tim, keempat, melakukan pgag ilmiah terhadap
KHI dengan mengikutsertakan tokoh ulama, ahli hukien pakar. Kelima
mendimenasikan hasil kajian dengan bent&unter legal draftkepada
publik. Keenam, menampung aspirasi publik untulargatnya melakukan
revisi penyempurnaan, terakhir, menyampaikan us@auanter legal draft
kepada institusi yang berkompeten sebagai tawarliarnatif bagi
pembaharuan KHi’

Demikianlah Counter legal draftitu kemudian diluncurkan untuk
menjadi kajian publik pada tanggal 4 Oktober 20@&itu saja reaksi
masyarakat, khususnya dari kalangan ulama kon#ergangat kuat,
mengingat pasal — pasal yang diusulkan untuk bérubaperti poligami,
perkawinan lintas agama, kewajiban suami — istalad masalah — masalah
yang selama ini dipandang sebagai hal yang sudghipgkumnya atau dalam
terminologi figih disebut hal yangath’i sehingga tidak perlu dipertanyakan,
apa lagi untuk diubah. Akan tetapi tim ini berpindahwa tawaran itu

bukanlah harga mati, melainkan sangat fleksibetgdi®ung kepada publik
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yang akan memakainya. Setidaknya, publik telah rid@nkionsep alternatif
bagi perubahan KHI. Dan yang paling prinsip sesuhgga bagi tim ini
adalah bagaimana mengajak masyarakat untuk mergajpali pemahaman
agama yang selama ini sudah dianggap baku, meskiguientangan dengan
realitas sosial yang ada. Pertanyaannya adalahalapkika menghendaki
ajaran agama itu tetap berfungsi sebagai pesanp hithanusia atau
membiarkannya menjadi fosil yang akan diabaian.

Jadi menurut Musda Muliah perkawinan harus dibandjuatas lima
prinsip dasar: Pertama, prinsip mitsagan ghaliztkamitmen yang amat
serius). Perkawinan adalah komitmen antara duagongamg memiliki
kesederajatan yang berjanji untuk membentuk ketusagiinah dengan penuh
ridha Allah. Kedua, prinsip mawaddah wa rahmah técikasih yang tak
mengenal batas). Ketiga, prinsip mu’asyarah bilrafa(berbuat santun dan
terpuiji, serta jauh dari segala bentuk kekeraséegmpat, prinsip al-musawah
(kesederajatan); dan kelima, prinsip monogami. mDakonteks seperti ini,
siapa yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersetiapat dikategorikan
sebagai nudgis}. Siapa yang melakukan penyimpangan terhadapsiprin
prinsip ijab kabul itu, maka itulah nus}. Penyimpangan terhadap
komitmen bersama ini berarti penyimpangan terhaeaimtah Tuhan.

Ada tiga hal yang perlu dilakukan, pertama melakukpaya-upaya
re-konstruksi budaya. Mengubah budaya yang suddékatedi masyarakat

kita, ya seperti tadi bahwa nus} itu adalah ketidaktaatan kepada suami.
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Pemahaman seperti ini harus diubah. Mengubahnye maelalui pendidikan,
mulai dari pendidikan dalam keluarga, orang tua bwicontoh pada anak-
anak; selanjutnya pendidikan formal di sekolah, anulari tingkat dasar
sampai ke perguruan tinggi. Buku pelajaran agamkalian dengan isu ini
harus direvisi sehingga anak-anak didik lebih meanm@haspek humanisme
Islam. Kedua, merevisi undang-undang perkawinaandd{ompilasi Hukum
Islam. Ketiga, adalah re-interpretasi ajaran agayadtu mere-interpretasi
pengertian nudgis} dengan mengembalikan maknanya seperti yang
dimaksudkan Islam. Tiga hal itu yang harus dilakukacara bersama-sama
untuk membangun makna nids} yang sesuai dengan ajaran Islam yang
sungguh-sungguh menghargai manusia dan kemanusiaan.

Penyelesaiannya kalau niis} dilakukan suami maka sang isteri bisa
melakukan khulug (gugat cerai). Tetapi di Indonesp@rempuan bisa
menggugat cerai karena sebab-sebab tertentu, yasdDRT tapi sang suami
tidak dikatakan nusjs}. *°

Setiap muslim harus memahami ajaran Islam dengdn Batiap
muslim harus memahami terlebih dahulu tujuan benagaBahwa agama
datang untuk memanusiakan manusia. Artinya, dengaraati ajaran agama,
menjadikan manusia lebih jinak dalam makna berati@ak liar dan biadab.
Yang tadinya mata kita liar, pikiran kita liar, syeat kita liar, lalu dengan taat
beragama kita menjadi lebih beradab. Indikasinyaanpikiran dan syahwat

kita lebih terkendali. Itulah inti dari hadis Nayang berbunyi: al-Muslimu

49 Siti Musdah Mulia dalam artikel tentang Nusyuz Bangkangan Terhadap Perintah
Tuhan, Bukan terhadap Perintah Suami, diakseshdigri/majalahtantri.wordpress.com/nusyuz-
pembangkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-tephaeiantah-suamitanggal 3 Januari 2014
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man salima almuslimina min lisanihi wa yadihi. Ag@&: Muslim sejati adalah
seseorang yang dapat melindungi orang lain darahleegn ucapan dan
perilakunya.

. Istimbat Hukum yang Digunakan Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia adalah seorang perempuan musliemikir
kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksiodoéigis tentang
bagaimana menafsirkan al-Quran agar menghasgikhnah penafsiran yang
sensitif gender dan berkeadilan. Dengan gagasamn Krdtis, ia juga berusaha
mengaplikasikan metodologi yang dibangunnya tetsekgumsi dasar yang
dijadikan kerangka pemikirannya adalah bahwa alaZ@umerupakan sumber
tertinggi yang secara adil mendudukkan laki-lakn deaerempuan setara.
Karena itu, perintah dan petunjuk Islam yang tetmdalam al-Qur'an
mestinya diinterpretasikan dalam konteks histoaisgyspesifik.

Menurutnya, selama ini tidak ada satupun penafsiaaig benar-benar
obyektif. Masing-masing ahli tafsir sering melakokédeberapa pilihan
subyektif dan kadang-kadang tidak mencerminkan othkdari nashnya.
Selain itu tidak adanya pemahaman yang tunggahdeywh ayat-ayat al-Qur’an
tersebut muncul sejak ayat-ayat tersebut diturundam waktu ke waktu.
Termasuk di antara para sahabat sebagai generssipging dekat dengan
Rasul sekalipun sering berbeda pendapat antaradsaigan yang lainnya.
Perbedaan ini juga sampai kepada ulam#assirin pada periode-periode
berikutnya. Maka tidak mengherankan bila kemudiamneal penafsiran-

penafsiran yang berbeda tentang makna yang terkgrathlam al-Qur’an.
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Siti Musdah Mulia menentang beberapa aspek konweaki
khususnya mengenai kata-kata tertentu yang digumnadaQuran untuk
membahas dan menyampaikan petunjuk universal. iDi8mina akan
mengubah beberapa pembahasan yang semula dianggepder menjadi
netral jender.

Siti Musda Mulia juga mengarahkan pembelakuan hukemasarkan
kemaslahatan, keadailan, pulraisme, demokrasi daegakan HAM sehingga
sebuah hukum yang diberlakukan dalam mengkaji ayait-Al-Qur'an dan
Hadits harus di lihat dari pendekatan historis-k&stual.”® Perlu ditinjau
dalam pengambilan hukum pada dasarnya berdasar kzadiah figh yang
berbunyi:

blalt (o e dae a1 s

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mnienari
kemaslahatan

Hukum Islam itu diberbagai tempat kalah oleh kelyada atau
kebiasaan setempat. Bahkan telah menjadi kenyattama dalam kehidupan
kesukuan dan kelompok lain dalam Islam, terdapdang-undang tak tertulis
yang tetap menjadi peraturan hidup dari para waaameskipun terdapat
tiga pernyataan dalam Al-Qur'an bahwa mereka yatak menyelesaikan
masalah mereka sesuai dengan yang diwujudkan adlatah kafir?

Hukum tak tertulis dari kebiasaan dan tradisi lpkaimuanya dikenal

sebagai urf, atau ‘Adah. Biasanya ‘urf atau ‘adah merupakasil hdari

%0 Siti Musdah MuliaMuslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagam&amdung:
PT Mizan Pustaka, 2004, h. 38

*imam Musbikin, Qawa'id al-FighiyahJakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 74

*2 Ludijito, Susunan Masyarakat Isladakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989, h. 111
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kebiasaan yang telah berjalan lama, baik yang aesmmgaja dipertahankan
maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaaragekadisadari, sehingga
atas dasar pertimbangan praktigf‘atau adah itu diikuti. Tidak henti-
hentinya, ada upaya untuk memasukkarf atau adah sebagai salah satu
‘akaf dari fikih, namun kecuali hasil karya para mujthkunni di masa awal
hukum adat biasanya hilang tanpa dikenal, karebagsan fukaha (ahli fikih)
itu lebih disukai daripada hukum yang dihasilkaeholjiyas dan pengaruh
daerah setempat kuat, adat sering punya kedudaanmgenentukart

Islam cocok dengan kodrat dan fitrah manusia. Adasadi naluri
manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebwgaisia. Untuk hal ini
ia ingin mempertahankan keturunannya sendiri damtibknya dan untuk ha
ini semua Islam menjamin dan melindungiffa.

Bagi Asy-Syatibi, pembebanan terhadap mukallaf asagkan pada
kontinuitas tradisi para mukallaf. Ini biasa dipatiakarena hukum itu sangta
berkaitan dengaaf’al al-mukallafin yang merupakan implementasi dari adat
mereka. Oleh sebab itu, keberadaan dan keberlaggswadat di dunia wujud
ini dalam kaitan dengan hukum merupakan suatu &ayésn, bukan dugaan.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa seandainya adatalhm alanmaujudat
ini berbeda, maka perbedaan itu menuntut atau naeagkan perbedaan

proses penentuan hukum, serta menuntut perbedaaifikdsi hukum dan

222

**Ibid, h. 117
% A. Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Jaikarta: RaJawali Pers, 1987, h.
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perbedaan al-kitab. Ini berarti perbedaan adat tdaygempengaruhi aplikasi
hukum dan ini dapat ditoleransi sepanjang pemikinakum Islant>

Kedua, al-awa’id al-jariyah, yaitu adat-adat yang berlaku pada
manusia tanpa ada dalil syari secara khusus yarmpetapkan atau
meniadakannya. Adat semacam inilah yang dikembanglengan kajian
tentang hubungan nash-nash dengan adat atau panubadial Al-'awa’id al-
jariyah ini terkadang: 1) bersifat tetap, seperti adangfsun makan, minum,
berbicara, berjalan dan lain-lain, yakni adat yamgk mengiringi waktu,
tempat dan keadaan, dan 2) terkadang mengalanbaieam?®

Selanjutnya dengan memegang hukum kausalitas da&mmubungan
kebiasaan dan hukum Islam, Asy-Syatibi menyataldiwi adat merupakan
sebab (penyebab) bagi adanya musabbab (hukum). rdamya tentang
kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu perbuatzm leeadaan baligh,
dan lain-lain. Karena hal-hal itu merupakan sel&iab langsung bagi
musabab (hukum), dan hal-hal itu diatur oleh perhlsyara’. Sedemikian
pentingnya prinsip ini, dia merumuskan kaidah ydoggbunyi ikhtilaf al-
ahkam ’inda ikhtilaf al-awa’id Artinya, perbedaan hukum ketika terjadi
perbedaan tradisi atau adat, manakala adat bed#rabherbeda, maka hukum
pun dapat berubah dan berbéfia.

Dengan demikian, ada hubungan fungsional antara-mash hukum

dengan kebiasaan ini, yang dapat disebut sebaggsifiuontrol nash terhadap

% Duksi Ibrahim,Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konségtigta’ al-
Manawi Asy-SyatibiYogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008, h. 105-106

*%|bid, h. 106-107

*"Ibid, h. 108



80

tradisi. Ini terlihat dari kajian para ahli hukursldm ketika membicarakan
tentang validitas tradisi, dengan mengemukakanerait yang tidak

bertentangan dengan nash-nash syara’. Ringkasngah-nash hukum
berfungsi sebagai korektoar(-nagid al-musahhjhterhadap berbagai bentuk
tradisi>®

Dari sini kemudian peneliti melihat bahwa yang ¢éering adalah

menguasai ilmunagasid syari’ahsecara penuh dan peka terhadap fenomena

yang adaMaqasid syari’ahmenurut bahasa berattijuan Sedangkan ulama
ushul figh mendefinisikanmaqasid syari’ahdengan makna dan tujuan yang
dikehendaki syara’ dalam mensyari'atkan suatu hulagi kemaslahatan
umat manusid’ Karenanya kajian tentang hukum istri mencari nafkecara
sosiologis harus mendapatkan porsi yang cukup selssjah satu piranti
ushul figh yang sebelumnya hanya berkisar pada pembahasanbéhasa,
hukum Syara’ dan ilmu kalam. Lebih-lebimagasid syari’ah harus
mempertimbangkaral-Masalih al-Mursalahdengan dua orientasi: duniawi
dan ukhrawi, seperti yang dikatakan oleh ‘lzuddbm iAbd. al-Salam;
“Kemaslahatan itu untuk dunia dan akhirat. Apabkamaslahatan itu sirna,
maka rusaklah urusan dunia dan akhirat. Apabila &adatan muncul
hancurlah penghuninya®

Menurut Muhammad Salim Muhammad, perumusaragashid

syari’ah seperti itu bersifat relatif; tergantung kepad&twaruang, keadaan

*%|pid, h. 110

%9 Abdul Azis Dahlan, et.allEnsiklopedi Hukum Islanjilid 1V, Jakarta: Ichtiar Baru van
Hoeve, 1996, h. 1108

%0 Asafri Jaya BakriKonsep Magashid Syari'ah Menurut al-Syatibakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996, h. 143
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dan seseorang. Yang perlu ditekankan di sini ad&etentuan bahwa
pendefinisiart*

Masalah nusj}s} ternyata kaum wanita cukup rentan terjadinya
ketidak-adilan gender dan tindakan kekerasan hatkakan itu dilakukan
secara sadar oleh suami maupun karena ketidak nayma Untuk
meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan diperlukan
pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanit@ngah-tengah
masyarakat. Pandangan yang menganggap bahwa sab#gaithe second
creature dan subordinasi kaum pria harus diubah denganapeyach yang
menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-la&a gerempuan adalah
setara dan sederajat tanpa harus meninggikan ataendahkan salah satu
diantara keduanya. Dalam hal ini penafsiran maymndapat lama terdahulu
terbuka untuk didiskusikan guna mencari dan mertdapapenafsiran dan
pandangan baru yang lebih sesuai dengan rasa &eadlin penghargaan
harkat dan martabat manusia.
Penilaian dan pandangan mengenai fisisyang ‘berat sebelah’ dalam arti
lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum pemamgerta membela
dan melindungi kaum pria perlu diluruskan. Bahwal}iis} dapat terjadi dan
dilakukan kedua belah pihak baik laki-laki maupuergmpuan, dengan
demikian kesan selama ini bahwa risg} merupakan ‘monopoli’ kaum
wanita hendaknya dihilangkan. Dan jika agama tbkgitu rinci menjelaskan

langkah-langkah penanggulangan buat isteri yangusysmaka alangkah

1 Muhammad Salim MuhammadJ-Ta'lil fi al-Qur'an, Kairo: Universitas Al-Azhar,
Cet. |, 1995, h. 306
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baiknya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapdgnmlah aturan maupun
sanksi bagi suami yang melakukan nisg}terutama suami yang menyakiti,
menyiksa, menelantarkan dan sewenang-wenag terh&tap ataupun
keluarga dengan aturan dan sanksi yang jelas das.t&entu saja agar lebih
efektif dan mengikat ia lebih tepat kalau dirumuskilam bentuk UU yang
memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Kemaslahatan dilakukan berdasarkan syara’ danukikdengan cara
tertentu. Karenamagashidini bersifat relatif dan tidak terbatas, sehingga
masih ada kemungkinan untuk dilakukan renovasi diaborasi. Dalam
kerangka ini ijtihad dilakukan sebagai upaya menjawersoalan kekinian
dengan tujuantahgig mashalih al-nasatau merealisasikan maslahat bagi
manusia. Karena pada dasarnya tujuan diturunkansyaiah adalah
kemaslahatarf? Berkaitan dengan renovasi ini Hasan Hanafi mengefan
supaya dilakukan reorientasiagashid kembali ke khittah yang semua dari
sikap bottom up(dari manusia ke Allah) menjadip to bottom(dari Allah
kepada manusia). Artinya parameter kemaslahatah tad)i ditekankan pada
upaya realisasi ridha-Nya, melainkan menegaskan bakm bahwa
kemaslahatan itu memang harus dicapai sebagai taliiah kepada
manusia.

Berkenaan dengan nus)} Siti Musda Mulia menyatakan seorang
perempuan harus mematuhi suaminya, jika tidak, saogmi boleh

memukulnya (disini diterjemahkan dengan “susahkahkti merekascourge

62 As Syatibi,al-Mwuafaqat fi Ushuli al-Syari’ahBeirut: Dar al-Ma’arif, Juz 1, tth, h. 6-
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them). Siti Musda Mulia yakin bahwa bagian ini dimakkad untuk memberi
jalan pemecahan untuk ketidak harmonisan pasangamni $stri.

Pertama-tama kagganitatdisini untuk menggambarkan wanita-wanita
yang “baik”, terlalu sering diterjemahkan menjadadt” dan diasumsikan
bermakna “taat kepada suami”. Dalam konteks Al-Quikata ini digunakan
baik untuk laki-laki (Q.S. al-Bagarah: 232, Ali-‘han: 17, Ali-‘Imran: 35)
maupun perempuan (Q.S. An-Nisa’: 34, al-Ahzab:&5lahrim: 5,12), kata
ini menggambarkan karakteristik dan kepribadiamgrarang yang beriman
kepada Allah. Mereka cenderung bersikap koopefatkerja sama) satu
sama lain dan tunduk dihadapan Allah. Ini jeladbda dibandingkan dengan
makhluk ciptaan yang ditunjukkan dengan k&tah (taat). Dan ini berbeda
dari sekedar kepatuhan sesama makhluk yang dieiptak

Siti Musda Mulia keberatan dengan penafsirganitat sebagai
perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya. pdeskiada bagian
selanjutnya dari surat an-Nisa’ 34 disebutkan balapabila mereka taat
kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menywsahknereka.
Tampaknya Amina tidak ingin jika kepatuhan istripgda suami karena
“mengikuti perintah” dari luar, tapi karena adamggpon emosional pribadi
yang lahir dari sikap kesalehannya. JaghAnifat bagi Amina adalah
perempuan-perempuan yang saleh.

Pilihan kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud€)At’an adalah
respon emosional pribadi, bukan “mengikuti perihtaksternal sebagaiman

ditunjukkan oleh katafa’ah (taat). Mengenai penggunaan kata taat dan
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kelanjutan ayat ini ddapun perempuan-perempudgfamak feminin)yang
kamu takutkan nus¥}nya”. Pertama-tama yang harus diperhatikan bahwa
kata nustis} juga digunakan untuk laki-laki (Q.S.An-Nisa’: 82 maupun
untuk perempuan (Q.S An-Nisa”: 34), meskipun kegaaelah didefinisikan
secara berbeda oleh beberapa penafsir. Ketikaapgkan pada si istri, kata ini
didefinisikan sebagai “ketidak patuhan kepada syjamengan menggunakan
kata fa’ah dalam lanjutan kata dalam ayat ini. Ada yang meaigat bahwa
ayat ini adalah mengindikasikan bahwa istri haaas kepada suami.

Nus}is} ini diartikan oleh Siti Musda Mulia sebagai: “ganga
keharmonisan dalam keluarga.” Pandangan ini sedadgan Sayyid Qutb
sebagaimana dikutip Amina bahwa kata ris$} lebih merujuk pada
pengertian terjadinya ketidak harmonisan dalamuspatkawinan @ state of
discorder between the merried coupi®).

Siti Musda Mulia memberikan definisi nus} seperti diatas dengan
alasan. Jika kembali pada Q.S an-Nisa’: 34 itu rierseorang perempuan
harus mematuhi suaminya, jika tidak, sang suanetbaiemukulnya (makna
tekstualisnya), tapi disini diterjemahkasu$ahkanlah hati merek@courge
them”. Amina yakin bahwa bagian ini dimaksudkan untakmberikan jalan
pemecahan bagi ketidak harmonisan antar suamstfan i

Tetapi karena Al-Quran menggunakan kata ms}} untuk laki-laki
dan perempuan, maka kata ini tidak bisa diartikelmagai “kepatuhan istri

kepada suami” sayyid qutb menartikan sebagai “kmad@cau dalam suatu

83 Abdul MustagimPergeseran Epistimologi TafsifYogyakarta : Pustaka Pelajar,
2008), him. 161
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perkawinan”. Maka pengertian ini pula yang diamddhu dikutip oleh Siti
Musda Mulia tersebut.

Jika al-Qur’an relevan hanya dengan satu jenisgudrian ini saja, ia
akan gagal menghadirkan satu model yang pas unarkemuhi kebutuhan
dan tuntutan yang terus berubah dari berbagai pbsad yang sedang
berkembang diseluruh dunia. Sebaliknya, teks ale@urerfokus pada norma
perkawinan di masa turunnya wahyu dan menerapkdvagai larangan atas
tindakan tertentu suami terhadap istrinya. Dalamtéds yang lebih luas, al-
Quran mengembangkan mekanisme suatu pemecahanlamaseelalui
musyawarah dan arbitrase.

Al-Quran sama sekali tidak menegaskan superiogitas dasar gender
seperti kalangan konservatif memahaminya. Penegals@uir'an bahwa pria
dalam gawwamdn atas wanita karena pihak pertamaberemafkah kepada
pihak kedua menunjukkan superioritas itu tidaklabsifat bawaan sejak lahir
melainkan karena faktor kemampuan ekonomi. Kalaamdsuperioritas dalam
keluarga peluang yang sama dengan pria dalam melapesuperioritas
dalam keluarga menjadi penting. Seandainya, keaskaaaliknya yang terjadi
maka tentu saja posisi wanita lebih penting, sabsgsa diperoleh kesan dari
posisi hubungan Siti Khadijah dan Nabi Muhammadiseff

Mahmud Syaltut (Syeikh al-Azhar) sebagaimana dikutip oleh Quraish
Shihab menjelaskanbahwa manusia antara laki-laki dan perempuan

mempunyai tabiat kemanusiaan hampir sama. Allahtetenganugerahkan

% Didin Syafrudin, Argumen Supremasi atas perempuan Penfsiran KlaSikaBNisa’:
34, Ulumul Qurangedisi khusu No. 5 & 6, vol. V. tahun 1994, h. 7
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sesuatu kepada perempuan sebagaimana menganugessdsketu kepada
laki-laki. Keduanya dianugerahi potensi dan kemasmpyang cukup untuk
memikul tanggung jawab. Hal ini menjadikan keduaigekelamin dapat
melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat pubtaupun domestik.
Karena itu hukum-hukum syari'at pun meletakkan lega dalam satu
kerangka. Di satu pihak laki-laki menjual dan memmbmelanggar dan
dihukum, menuntut dan menyaksikan, demikian jugdapg@erempuan, dapat
menjual dan membeli, melanggar dan dihukum, maumenuntut dan
menyaksikarf®

Jadi Al-Quran lebih menyukai laki-laki dan pererapwyang menikah
(Q.S. an-Nisa’ 25. Dalam perkawinan harus ada kebaisan (Q.S. an-Nisa’:
128) yang dibangun bersama dengan cinta dan kagdng (Q.S. ar-Rum:
21). Tali perkawinan dianggap sebagai perlindungatara laki-laki dan
perempuan:*mereka (jamak feminin)adalah pakaian bagi kaliarfjamak
maskulin)dan kalian adalah pakaian bagi merek&D.S. al-Bagarah: 187).
Namun al-Qur'an tidak menafikkan timbulnya permabkah, yang
menurutnya dapat dipecahkan. Jika semuanya gag&ia ml-Qur'an boleh

mengadakan perceraian secara patut.



